DAFTAR PUSTAKA

Abdul H. dan M. S. Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta:
Salemba Empat.

. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah. Edisi
Pertama Salemba empat, Jakarta.

. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP
STIM YKPN

Abdullah, S. dan A. Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran
Pemerintah.Daerah dalam /Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan
Sumber Pendapatan./Jurnal Akuntansi Pemerintah vol. 2, No. 2.

Adi, P. 2006, “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja
Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah, Studi pada Kabupaten dan Kota se
JawaBali”, Simposium_ Nasional Akuntansi 9 Padang.

Amran, M. 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Bina Cipta, Jakarta

Ariani dan K. Rina. 2010. Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum
Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Tax Effort (Studi Kasus
Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta).
Skripsi. Universitas Sebelas Maret-Surakarta.

Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Keuangan Kabupaten Kota. Buku 1. BPS Jawa
Timur. Surabaya.

. 2019. Praoduk. Domestik  Regional Bruto Kabipaten/Kota di
Indonesia. https://bps:go.id.. 12 Desember 2020 (08:30).

.2019. Statistik Keuangan Kabupaten Kota. Buku 1. BPS Jawa
Timur. Surabaya.

Darise, N. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi ke-2. Jakarta: PT Indeks.

Darwanto dan Y. Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli
Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja
Modal, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar

Ghozali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro.


https://bps.go.id/

Halim, A. 2007. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi ketiga:
Salemba Empat, Jakarta

Hastuti, Indhi. 2011. Analisis Flypaper Effect Dana Alokasi Umum (DAU),
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). Jurnal Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

Hessel, N. dan Tangkilisan. 2007. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo

Imawan, R. dan A. Wahyudin. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. Accounting Analysis Journal.
Fakultas Ekonomi«sUniversitas/Negeri Semarang.

Khusaini, M. dan A. E. Yustika, 2006, Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan
Pembangunan Daerah, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Malang

Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi Perencanaan
Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.

Kusnandar dan D. Siswantora. 2012.Pengaruh-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli
Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan'Luas Wilayah terhadap Belanja
Modal. Universitas Indonesia. Jakarta.

Mahmudi. 2010. Analisis Laporan-Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi
IImu Manajemen. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI.
Yogyakarta.

2011. Akuntansi Sektor\Publik. Yogyakarta: Ull Press.

Muliana. 2009. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan
daerah. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Mulyanto. 2002.”Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka
Wonosaren Propinsi Jawa Tengah (The Potential of Local Government Revenue
o A Case Study in Subosuka Wonosaren District, Central Java Provincies)”.
Economics Faculty Sebelas Maret University. Surakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.



Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Rahman A. dan C. L. Ayunda. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PDRB
Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008- 2012. Jejak Journal Of Economics
an Policy. ISSN 1979-715X.

Santoso, S. 2009. Panduan Lengkap Menguasai Statistik Dengan SPSS.PT Elex Media
Komputindo.Jakarta.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung :
ALFABETA

Syahputra, A. 2006. Perpajakan. USU Repository.
Tarigan, R. 2004.-Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT Bumi Aksar
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

. Nomor 33. Tahun. 2004 Tentang- Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.




